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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURA{ ONENAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA AT4S PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 1 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL

DENGANiRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. engan semakin bertambahnya jumlah penyertaan
lari Pemerintah Provinsi Bali dan pernerintah

Kota/ paten Se-Bali kepada Bank BpD Balitkan peringkat jumlah penyertaan modal
Pemerin Kabupaten Klungkung semakin menurun

berpengaruh terhadap jumlah devident yang
oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung;

bahwa
pada h

L modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada
Bali;

bahwa pertimbangan

bahwa
modal

rdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
.tf a, dipandang perlu untuk menambah jumlah

Mengingat:

Bank

1. Pasal
Indon

2.U
Dae

(Lem
r22,
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U
Perko
1992

uruf a dan huruf b, perlu
tentang Perubahan Kedua
n Klungkung Nomor 11

Modal.

sebagaimana dimaksud
menetapkan Peraturan
Atas Peraturan Daerah
Tahun 2OI2 tentang

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Tahun t945;

ndang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan
rerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah

8.J1, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timurn Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ndang Nomor 25 Tahun Lgg2 tentang
sian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Negara Republik116, Tambahan Lembaran
I Nomor 3502 ) ;

I



Undang Nomor' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4286);

5. Un Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
(Lembaran Negara Republik
82, Tambahan Lembaran

Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 201 I Nomor

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa pekraman (Lembaran
Provinsi Daerah Bali Tahun 2OO3 Nomor 11.

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberaoa kali.
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20i5
tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23
!ahu1-_20la tentang pemerintahan Daerih (Lemblran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276, Tambihan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 199g tentang Modal
Penyerfaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonelia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8744);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan_ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtf
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambah-an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4S7g);

9. PeraturJan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerahl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

l0.Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DpRD.GR/1965
tentang Pendirian Bank pembangunan Daerah Bali (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1970) sebagaimana telah
ligpan dengan Peraturan Daerah provinsi Daeiah Tingkat I
Bali N{mor 5 Tahun L977 tentang Merubah Xedui Xali
Peraturhn Daerah Tingkat I Bali tentang pendirian Bank
Pembangunan Daerah Baii (Lembaran Daerah provinsi
Daerah Tingkat I Bati Nomor 123 Seri D Nomor 120);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pekraman (Lembaran Daerah provinsi Bali Tahun 2001
!.d D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturpn Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Bali
Nomor 3 Tahr rn ?OO l fpnro-- T-\a-^ D-l--,-*^- /r ^*r^^-^-

Tam l,embaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;
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4. -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Undr
Pera

q

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
286);

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara blik Indonesia Nomor 5234);

Indon

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tarrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentane Modal
Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik

Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran

7.

Negara Indonesia Nomor 3744);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

lO.Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD.GRI 1965
tentalg Pendirian Bank Pembangunan Daerah BaIi (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 197O) sebagaimana telah
dirtbah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor 5 Tahun 1977 tentang Merubah Kedua Kali
Peraturan Daerih Tingkat I Bali tentang Pendirian Bank
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 123 Seri D Nomor 120);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pekraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001
Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran

Provinsi Daerah Bali Tahun 2003 Nomor 11.
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) ;
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Daerah .Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun

|"""*.j:3'1yl 
pe n geloli'an i.,., 

"., 
gr., b.;rati' iDaerah. Kabupaten xt""ek""g irh";ioos il,i"JLembaran Daerah fadupaten Klungkung N;;;

Daerah Provinsi Bali Nom,or 2 Tahun 2010 tentangTerbatas penjamin IGedit Daerah- pr*i"J^iuri
_ 
Daerah provinsi Bali Tahun ZOf O- n"_", Z,Lembaran Daerah provinsi eali N;or Z);'""'"'

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor g Tahunng Organisasi dan Tata fe4a'eerangLi o*..t
^ 

Klungkung ( Lembaran Daerah " X"t"p"i""Tahun 2008 Nomor 5) ;

Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 TahuntllC Penyertaan Modal (Lembaran O."i.f,Klungkung Tahun 2012 Nomor tt, fam-ta-han

2008
Kabu

20t2

Lem

Nomor I
Dagrah Kabupaten Klungkun!

Daerah Kabupaten Ktungkung lar,"" zo ii i.i"-l? i7i

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

D"9..4 {abupaten Klungkung N;;;-6itelah diubah dengan "peratu."n- - 
O""*ij

5*"*5:lg. fom3r r/ rahun 20il ;;;",*Perubahan Atas peraiuran Daerah r.i"p"t"""'ir";;ffi;;
I:::l t_t^I:l:: 2o12 tentang penyertaan'MoJa (Lembaran

RAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan

11 TAHUN 2012 TENTANG PEMERTAAN MODAL.



12. Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor g Tahun 2OO2 tentans.Lembaga Perkreditan^De"" 
-p.;;;;"oi.i"t provinsi BatiTahun 2002 Nomor 20, T;d;;i#oii""rl Daerah provinsiBali Nomqr 3) selsgsirnana telah aiutah beberapa kali,

l"^T$tu^*lgarr peraturan 
- 
O,aerah pi._i"i Bali Nomor 4'lahun 2012 tentang,perubahan k"j".'eo" peraturanDaerah provinsi Daerah Bdi N;;;;rh;" 2oo2 tentansLembaga pBrkreditan oesa liemtar; #ffi provinsi DaerahBaIi Tahun 2012 I\provinsi Bdli Nomor Oil_o. 

4, Tambahan Lembaran O"..af,

13. Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2OlO tentanePerseroan Terbatas 
fenjamin niJii ;;; provinsi BaIi(Lembaran Daerah provinsi eali ,ilt""i'"2oto 

l,iorrro. z,Tambahan Lembaran Daerah pr-";i;"i;;ii'N omor z1;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor S Tahun2008 tentang pokok_pokok pi"e.i;f;'J'^f"r"rr*"r, 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kl;;;il;; iln r., 2008 Nomor

lj l"-o*" Lemba ran b a.d-K;;;;"." lo""*r"r;; ;.i;;;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor g Tahun

3?91_:=*g-Organisasi dan Tata kerja"perangkat DaerahKaoupate4 Klunekutr^g- 
_ 
( Lembaran " Oa"r"f, KabupatenKlungkung ranun-zoodlto*o, sil-*^ "-'

16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun
391?_^j_=,:l* penyellaan Modat (Lembaran DaerahKabupaten Klunekung_ Tahun 2Ol2 lVoro, ll, TambahanLembaran Daerlah kabrrpaten -ff""gf.,llrrs 

Nomor i0)sebagaimana telah diubah ;.";;;'T;;aturan DaerahKabupate4 Klunekung Nomor rz" Tah; 2013 tentangPerubahan Atas -peraluran 
Daerah f.f"p"r"" KlungkungNomor 11 Tahun 2ol2 tentang p""";;;"Modal (LembaranDaerah Kabupaten Klungkung iah;;o fi 

'N;mor 
r 7) ;

Ddngan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAIN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKUNG

MEMUTUSKAN:

PERATVRAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN DAERAH KABUPAiEN'TT,UNCXUT,TC
NOMOR ll TAHUN 2012 TENTANG PENYERT;I* *.lr-lo,,NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANC PBIWBNTAAN MODAL.

Menetapkan



Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b daram peraturan Daerah KabupatenKlungkung Nomor 11 Tahun 2o,r2 tentang penyertaan Ivroaar iiemuaranDaerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 fromor 11, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Klungkung 
T_9*or- 10) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Krungkung Nomor 17 Tahun 2or3 tentangPerubahan Atas peraturan Daerah iabufaten Klungkung Nomor t t iatrun

?O]2 tg\\a!C Penyertaan Modal (Lembaran paerali Kabiupaten KlungkungTahun 2013 Nomor ffl diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal 5

(1) Besarnya Penyertaan Modal ditentukan sebagai berikut :a. Pada masing-masing Koperasi sebesar npl 1ZS.OOO.O0O,_ (seratus
, dua puluh lima juta rupiah);
b. Pada PT. BpD Bali sebesar Rp.3.000.000.000,_ (Tiga Milyar Rupiah)c. Pada masing-masing Lembaga perkreditan Desa sebesai
- Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah);d' Pada pr' Jamkrida Bari Mandara sebesar ip. 100.000.000,- (SeratusJuta Rupiah); dan
e. Pada PDAM Kabupaten Kiungkung sebesar Rp. 2.000.000.000,_ (DuaMilyar Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

lgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya d,alam t emba;" ;;;;"hKabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Desember 2015

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

BUPATI KLUNGKUNG. I'
T

I NYOMAN SUWIRTA

di Semarapura
2 Desember 2015

DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI(5/201s)


